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Menanti Ketegasan Aparat Kepollsmn Parmout

DUGAAN adanya ‘permainan’ dalam surat perintah pen-
cairan dana (SPPD) fiktif yang dialamatkan kepada Komisi
Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Parigi Moutong (Parmout)
menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat Parigi.

Oleh: FATHIA

Mahmud Lamalanto dari
Aliansi Masyarakat Peduli
Parmout mendesak kepo-
lisian bergerak melakukan
penyelidikan. Terlepas apakah
benar atau ada indikasi du-
gaan SPPD fiktif dilakukan
oleh oknum di KPU Parmout
itu. Pemberitaan di sejumlah
media bisa menjadi acuan
penegak hukum untuk masuk
melakukan penyelidikan.

“Kalau aparat hukum sudah
mulaimasukdariawal tentunya

lebih baik lagi,’ tandasnya.

Olehnya itu, pihaknya ber-
harap agar pihak Kepolisian
Parmout maupun Kejaksaan
Negeri Parigi segera melaku-
kan tindakan nyata dengan
melakukan penyelidikan.

Hal senada diungkapkan
Ketua Koordinator Ketapang
Center,Toni Talara. Ia nengata-
kan kalau memang adadindikasi
kerugian negara dalam kasus
ini agar tidak dibiarkan.

“Kami hanya mau daerah ini

maju dan tidak ada korupsi
dimana-dimana,” tandasnya.

Olehnya itu pihaknya meng-
harapkan kerja nyata dari
aparat penegak hukum dalam
penyelidikanya sehingga ke-
percayaan masyarakat ter-
hadap aparat penegak hukum
itu tetap ada.

Sementara itu, dari infor-
masi yang dihimpun, Kamis
(12/9/2013), selain dugaan
SPPD fiktif, juga ada dugaan
harga makan dan minum ha-
rian yang dda di KPU Parmout
telah ‘dipermainkan’. Dimana
jatah minum dan makan yang
seharusnya 52 dus per hari
diduga dikurangi menjadi 25
hingga 30 dus pér hari un-
tuk jatah selama enam bulan.
Harga yang tercantum satu

paket diduga menjadi-Rp29

“ribu, padahal harga satu pa-

ket makanan dan minuman di
warung makan berdasarkan
keterangan pemilik warung
hanya Rp15 ribu.

Sebelumnya, Kasus dugaan
penggunaan surat perintah
perjalanan dinas (SPPD) fiktif
mencuat di KPU Kabupaten
Parigi Moutong (Parmout).
Dugaan SPPD fiktif itu untuk
perjalanan dalam daerah dan
luar daerah. &

Indikasi kuat adanya SPPD
fiktif di KPU Parmout itu, mi-
salnya SPPD untuk Ketua KPU
Parmout Rizal, komisioner
Amelia Idris serta Sekretaris
Mukmin Muharam. SesuaiSPPD
tersebut, seharusnya Ketua
KPU Parmout Rizal, Komisioner

Amelia dan Sekretarls KPU
Parmout Mukmin Muharram
melaksanakan tugas dinas ke
luar daerah pada tanggal 13
Maret 2013. Kenyatadnnya,
Ketua KPU Parmout Rizal
dan Sekretaris KPU Parmout
Mukmin Muharram pada tang-
galitunampak berada di kantor
KPU Parmout. Karena saat itu

sedang berlangsung pendaf-
taran pasangan calon bupati

dan wakil Bupati Parmout
Taswin Borman- Kemal Toarfa
(TBKT). g
Berdasarkan penelusuran
yang dilakukan media ini yang
dikuatkan keterangan dari
sumber resmi di internal KPU
Parmout, menyebutkan bahwa
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yang melaksanakan tugas dinas ke
luar daerah saat itu adalah Kasubag
Teknis KPU Parmout Mardiana, bu-
kan mereka yang tercantum dalam
SPPD tersebut. Tugas dinas Mardiana
tersebut diduga sekaligus untuk
mengesahkan SPPD fiktif tersebut
pada pejabat berwenang di tempat
tujuan.

Untuk diketahui, besaran dana per-
jalanan dinas ke luar daerah adalah
Rp8 juta lebih untuk komisioner.
Adapun biaya untuk perjalanan dinas
dalam daerah, besarannya disesuai-
kan dengan jarak tempuh. Khusus
untuk biaya perjalanan dinas untuk
wilayah Tinombo Selatan hingga
Moutong, dianggarkan sekira Rp1
juta lebih.

Bukan hanya perjalanan dinas
ke luar daerah yang diduga fiktif,
sejumlah perjalanan dinas dalam
daerah diduga ikut dimainkan di KPU
Parmout. Misalnya, perjalanan dinas
sejumlah tenaga honorer di KPU
Parmout. Para honorer tersebut ditu-
gaskan ke wilayah Tinombo Selatan

dan Ongka Malino pada tanggal 10
hingga 15 Februari 2013. Anggaran
perjalanan dinas tersebut, adalah
sebesar Rp1,2 juta. Kenyataannya,

justru yang diberangkatkan bukan .

dari para honorer tersebut. Bahkan
informasi yang diperoleh, anggaran
perjalanan dinas tersebut disunat
masing-masing sebesar Rp200 ribu.
Kepala Sub Bagian (Kasubag)
Teknis KPU Parmout Mardiana dik-
onfirmasi terkait dugaan SPPD fiktif
tersebut melalui telepon genggam,
Rabu (11/9/2013), enggan berko-
mentar lebih jauh. Ia berdalih bahwa
keberangkatan ke luar daerah saat
itu hanya melaksanakan tugas.
Sekaitan dengan tudingan kebe-
rangkatannya ke luar daerah untuk
membawa SPPD fiktif tersebut,
Mardiana enggan menanggapinya.
“Sebaiknya tanyakan kepada sekre-
taris KPUD, karena yang membuat
surat perintah perjalanan untuk se-
kretariat adalah wewenangnya pak
sekretaris,” tegasnya.
Khusus untuk tugas dinas
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komisioner tambahnya, merupakan
wewenang ketua KPUD karena yang
memerintahkan perjalanan dinas
dalam surat tugas adalah ketua KPUD
Parmout.

“Sebaiknya konfirmasi kepada me-
reka (KPUD), saya tidak mau banyak
berkomentar karena saya takut salah
nanti menjelaskanya,” tandasnya.

Sementara itu, Komisioner KPU
Parmout, Amelia Idris dikonfirmasi
mengakui jika saat itu melaksanakan
tugas dinas ke luar daerah. Adapun
realisasi pencairan dana SPPD terse-
but, Amelia mengaku tak mengetahui

pasti apakah dicairkan atau tidak.

“Karena yang mengurus masalah
pencairan dana SPPD adalah pihak
secretariat. Kami hanya menunggu
perintah saja, kalau ada perjalanan
kami lakukan kalau tidak ya di kan-
tor,” ujarnya.

Sekretaris KPU Parmout Mukmin
Muharram yang hendak dikonfirma-
si tidak berada di tempat. Dihubungi
melalui telepon genggamnya, namun
tidak aktif. ***
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